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BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Menimbang

Mengingat:

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a.

L.

2.

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf
d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679), menyusun
dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemhentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sual, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014
Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN :

Pasal 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.839,032.566.000,-
2. Belanja Rp. 1.979.032.566.000,-
Surplus/ (Defisit) Rp.,- (140.000.000.000)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 168.000.000.000,-
b. Pengeluaran Rp. 28.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. _ 140.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp ,-
Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 399.950.000.000,-
b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp.1.430.166.253.349,-
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 9.366.312.651,-

(2) Pendapatan Daerah Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 196.144.250.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 191.355.750.000,-
c. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Rp. 500.000.000,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan Transfer Pusat dan Daerah :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat sejumlah Rp. 1.060.939.757.036,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp  369.226.496.313,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan Rp. 9.366.312.651,-
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 1.306.493.154.890,-
b. Belanja Modal sejumlah Rp 434.499.965.813,-
c. Belanja Tidak Terduga Rp.  15.000.000.000,-
d. Belanja Transfer Rp. 223.039.445.296,-
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Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 660.298.128.264,-
b. Belanja Barang Jasa Rp. 638.597.745.066

c. Belanja Subsidi Rp. 1.000.000.000,-
d. Beclanja hibah scjumlah Rp. 6.597.281.560,-

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 12.260.000.000,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 32.394.043.660,-

c. Belanja Modal Gedung Bangunan secjumlah Rp.166.595.918.428,-

d. Belanja Modal Jalan,Irigasi sejumalah Rp.222.978.708.725,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 271.295.000,-

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 15.000.000.000,-

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 223.039.445.296,-

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 168.000.000.000,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 28.000.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 168.000.000.000,-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

sejumlah Rp. 28.000.000.000,-



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
9. Lampiran VIII

10. Lampiran IX

11. Lampiran X

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian APBD

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
Lain;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah.

Dltetapkan di Weda
Pada tanggal 30 Desember 2025

B PATI HALMAHERA TENGAH,

Diundangkan di Weda

Pada tanggal 30 Desember 2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN

2025 NOMOR 12
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 12 / 2025
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/_./ R Lampiran|. Paraluran Daorah
Nomar : 12 TAHUN 2025
g Tanggal : 30 Desember 2026
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

\)

b
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 399.500.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 196.144.250.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 191.355.750.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 500.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 11.500.000.000,00
42 PENDAPATAN TRANSFER 1.430.166.253.349,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.060.939.757.036,00
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 369.226.496.313,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.366.312.651,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.366.312.651,00
Jumlah Pendapatan 1.839.032.566.000,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.306.493.154.890,24
5.1.01 Belanja Pegawai 660.298.128.264,24
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.597.745.066,00
5.1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 6.597.281.560,00
5.2 BELANJA MODAL 434.499.965.813,00
5.2,01 Belanja Modal Tanah 12.260.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32,394.043,660,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.595.918.428,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasl 222,978.708.725,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Telap Lainnya 271.295.000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00
54 BELANJA TRANSFER 223.039.445.296,76
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 223.039.445.296,76
Jumlah Belanja 1.979.032.566.000,00
Total Surplus/(Defisit) -140.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
SIPD-RI : dicelak pada 2026-01-09 10.05.05 Halaman 1




URAIAN JUMLAH (Rp)

A 2 3
’A-GT PENERIMAAN PEMBIAYAAN 168.000.000.000,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 168.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 28.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 28.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pemblayaan 168.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 28.000.000.000,00
Pembilayaan Netto 140.000.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI - dicelak pada 2026-01-09 10.05.05
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